
S A L I N A N
NOMOR 5/C 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Perijinan yang berkaitan dengan bangunan,

tidak hanya terbatas Ijin Mendirikan Bangunan tetapi juga

meliputi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Balik Nama

Penggunaan Bangunan, Izin Penghapusan Bangunan dan

Penggantian Biaya Cetak Peta, sehingga Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan

Bangunan perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa Retribusi Perizinan Bangunan termasuk jenis-jenis

Retribusi Daerah bidang Perijinan tertentu didasarkan pada

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3317);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3689);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);
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11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3293);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5432);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang

Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi

Perusahaan Industri;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 441/KPTS/1998

tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 468/KPTS/1998

tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum

dan Lingkungan;
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29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000

tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007

tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);

32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur

Organisasi Inspektorat, Badan dan Kantor Pemerintah Kota

Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.


